
Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021 

 

165 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 
MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG 
KEMENTERIAN NEGARA1 

Oleh : Joysua Eben Tombeng2 
J. Ronald Mawuntu3 

Cobi  E. M.  Mamahit4 
 

ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimanakah pengangkatan dan 
pemberhentian menteri berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara dan bagaimanakah 
menteri melaksanakan urusan tertentu dalam 
pemerintahan, di mana dengan metode 
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 
Pengangkatan dan pemberhentian menteri 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2008 Tentang Kementerian Negara, mengatur 
Menteri diangkat oleh Presiden dan untuk 
dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang 
harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 22 dan Pemberhentian 
diatur dalam Pasal 24. Menteri berhenti dari 
jabatannya karena: meninggal dunia, atau 
berakhir masa jabatan. Menteri diberhentikan 
dari jabatannya oleh Presiden karena 
mengundurkan diri atas permintaan sendiri 
secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas 
selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut, 
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih dan melanggar ketentuan 
larangan rangkap jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 atau alasan lain yang 
ditetapkan oleh Presiden. Presiden 
memberhentikan sementara Menteri yang 
didakwa melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih. 2. Menteri melaksanakan urusan 
tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu 
dalam pemerintahan sebagaimana terdiri atas: 
urusan pemerintahan yang nomenklatur 
Kementeriannya, secara tegas disebutkan 
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dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan 
meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan. Urusan pemerintahan yang ruang 
lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Urusan pemerintahan meliputi urusan agama, 
hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, 
sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 
pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, 
komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, kelautan, dan perikanan. Urusan 
pemerintahan dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerintah, meliptui urusan perencanaan 
pembangunan nasional, aparatur negara, 
kesekretariatan negara, badan usaha milik 
negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan 
hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, 
pariwisata, pemberdayaan perempuan, 
pemuda, olahraga, perumahan, dan 
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. 
Kata kunci: menteri; kementerian negara; 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan 
bahwa Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan 
pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-
menteri negara yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden.  

Menteri-menteri negara tersebut 
membidangi urusan tertentu dalam 
pemerintahan yang pembentukan, 
pengubahan, dan pembubaran kementeriannya 
diatur dalam undang-undang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan 
Presiden tidak tak terbatas karenanya 
dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, 
dan pembubaran kementeriannegara haruslah 
berdasarkan undang-undang.  

 
 
 



Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021 

 

166 

B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pengangkatan dan 

pemberhentian menteri berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara ? 

2. Bagaimanakah menteri melaksanakan 
urusan tertentu dalam pemerintahan ? 

 
C. Metode Penelitian 

Penelitian hukum normatif merupakan 
metode pendekatan yang digunakan. 

 
PEMBAHASAN 
A. Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara  
Undang-undang ini juga mengatur tentang 

persyaratan pengangkatan dan pemberhentian 
menteri. Pengaturan persyaratan pengangkatan 
menteri tidak dimaksudkan untuk membatasi 
hak Presiden dalam memilih seorang Menteri, 
sebaliknya menekankan bahwa seorang 
Menteri yang diangkat memiliki integritas dan 
kepribadian yang baik. Namun demikian 
Presiden diharapkan juga memperhatikan 
kompetensi dalam bidang tugas kementerian, 
memiliki pengalaman kepemimpinan, dan 
sanggup bekerjasama sebagai pembantu 
Presiden.5  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara, mengatur 
mengenai Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Pengangkatan. Pasal 22 ayat: 
(1) Menteri diangkat oleh Presiden.  
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, 

seseorang harus memenuhi persyaratan:  
a. warga negara Indonesia;  
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa;  
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar 

negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan 
cita-cita proklamasi kemerdekaan;  

d. sehat jasmani dan rohani;  
e. memiliki integritas dan kepribadian 

yang baik; dan  
f. tidak pernah dipidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana 

 
5 Penjelasan Atas undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara. 

yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.  

Penjelasan Pasal 22 ayat (1) Menteri dalam 
ketentuan ini adalah pejabat negara sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ayat (2) Huruf (f) Orang yang 
dipidana penjara karena alasan politik dan telah 
mendapatkan rehabilitasi dikecualikan dari 
ketentuan ini. 

Undang-undang ini disusun dalam rangka 
membangun sistem pemerintahan presidensial 
yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan 
pada peningkatan pelayanan publik yang prima. 
Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap 
jabatan sebagai pejabat negara lainnya, 
komisaris dan direksi pada perusahaan, dan 
pimpinan organisasi yang dibiayai dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Bahkan 
diharapkan seorang menteri dapat melepaskan 
tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk 
jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu 
dalam rangka meningkatkan profesionalisme, 
pelaksanaan urusan kementerian yang lebih 
fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang 
lebih bertanggung jawab.  

Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk 
melakukan reformasi birokrasi dengan 
membatasi jumlah kementerian paling banyak 
34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah 
kementerian tidak dimungkinkan melebihi 
jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi 
pengurangan.6  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara, Pasal 23. 
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:  
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan;  
b. komisaris atau direksi pada perusahaan 

negara atau perusahaan swasta; atau  
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah.  
Penyalahgunaan hak (misbruik van recht, 

abus de droit) terjadi apabila seseorang 
mempergunakan haknya secara tidak sesuai 
dengan tujuannya atau dengan kata lain, 
bertentangan dengan tujuan 
kemasyarakatannya. Hukum bermaksud untuk 

 
6Penjelasan Atas undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara. 
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melindungi kepentingan-kepentingan 
masyarakat, maka penggunaan hukum tanpa 
suatu kepentingan yang wajar, dipandang 
sebagai penggunaan hukum yang melampaui 
batas atau menyalahgunakan hukum atau hak.7 
Larang; melarang; memerintahkan supaya tidak 
melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan  
berbuat  sesuatu.8 

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of 
power) itu merupakan suatu kejahatan, maka 
sudah tentu sangat tidak tepat jika 
penanganannya dimasukkan ke dalam ranah 
hukum administrasi negara, melainkan harus 
berada dalam ranah hukum pidana.9 

Supremasi hukum artinya kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat 
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi 
yang berdaulat adalah hukum. Equality before 
the law artinya persamaan kedudukan di depan 
hukum tidak ada yang diistimewakan.10 

Kebebasan adalah hak asasi manusia. Di 
samping setiap orang mempunyai kebebasan, 
pada saat yang sama diapun mempunyai 
kewajiban asasi (kewajiban dasar). Dalam 
rangka melaksanakan kewajiban itu, maka 
setiap orang harus mempertanggungjawabkan 
perbuatan berdasarkan kebebasan yang 
dilaksanakannya. Hak dan kewajiban tidak bisa 
dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Demikian 
juga kebebasan (hak) dan tanggung jawab 
(bukti adanya kewajiban), tidak bisa dipisahkan, 
namun bisa dibedakan. Seseorang tidak dapat 
memiliki hak tanpa memiliki kewajiban atau 
seseorang tidak dapat mempunyai kebebasan 
tanpa memiliki tanggung jawab.11 

 Seseorang yang memiliki dan 
melaksanakan profesi tertentu adalah orang 
yang mempunyai dan melaksanakan kebebasan 
dalam profesinya baik profesi pada umumnya 
maupun profesi luhur, karena ia mempunyai 
kebebasan dalam melaksanakan profesinya, 

 
7Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, 
Cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011. hlm. 143-144. 
8Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, 2009.hlm. 242. 
9 Juniver Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan 
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan 
Tindak Pidana Korupsi), J.G. Publishing, Jakarta. 2012, hlm. 
190. 
10 Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum 
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hlm. 90.  
11Suparman Usman, Etika dan Tanggung Jawab Profesi 
Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Gaya Media 
Pratama, Jakarta, 2008. hlm. 128. 

maka ia harus bertanggung jawab dalam 
melaksanakan profesi tersebut. 12  
Tanggungjawab merupakan salah satu etika 
yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai 
profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi 
seorang yang memiliki profesi tertentu, dapat 
dirumuskan antara lain: 
1. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi 

yang dimilikinya dan mentaati kode etik 
yang berlaku dalam profesi yang 
bersangkutan; 

2. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang 
dilakukannya sesuai dengan tuntunan 
pengabdian profesinya; 

3. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang 
dilaksanakannya. Artinya dia harus bekerja 
untuk mendatangkan hasil yang sebaik 
mungkin kualitasnya, bagi kepentingan 
kemanusiaan; 

4. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, 
terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa; 

5. Sesuatu yang dia kerjakan adalah sesuatu 
yang secara sadar bahwa hal itu merupakan 
suatu tuntutan kewajiban bagi dirinya. 
Segala apa yang dikerjakannya adalah 
sesuatu yang bermanfaat, tidak melanggar 
hak orang lain dan tidak merusak nilai-nilai 
kemanusiaan serta masyarakat dan 
lingkungan sekitarnya. 

6. Dalam pandangan orang yang bertuhan, 
bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukannya 
adalah dalam rangka ibadah kepadaNya. 
Oleh karena itu dia harus sadar, bahwa apa 
yang dia kerjakan pada hakikatnya kelak 
akan diminta pertanggungjawaban oleh 
Tuhan Yang Maha Esa. 

7. Dalam keadaan apapun dia harus berani 
mengambil resiko untuk menegakkan 
kebenaran yang berhubungan dengan 
profesinya, secara bertanggungjawab dia 
harus berani berucap, bertindak dan 
mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan 
kebenaran tuntutan profesi yang 
diyakininya; 

8. Dia secara sadar harus selalu berusaha untuk 
meningkatkan kualitas yang berhubungan 
dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan 
dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan 
yang semakin berkembang pada setiap saat; 

 
12 Ibid, hlm. 127. 
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9. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan dia 
harus bersedia memberikan laporan 
pertanggungjawaban kepada pihak 
manapun tentang segala hal yang pernah ia 
laksanakan sesuai dengan profesinya.13 
Fungsi utama etika adalah membimbing 

manusia dalam mencari orientasi secara kritis 
dalam menghadapi berbagai macam moralitas. 
Oreintasi ini muncul terutama pada waktu 
terjadi konflik moralitas dan manusia harus 
menentukan piliha keputusan berdasarkan 
moralitas yang dipilihnya.14  

Etika bagi profesi hukum, adalah etika yang 
berlaku di kalangan profesi hukum, yaitu 
mereka yang mempunyai profesi di bidang atau 
berkaitan dengan hukum. Notohamidjojo 
menyebutnya dengan istilah penggembala 
hukum (rechtshoeders). Mereka itu 
umpamanya: Hakim, jaksa, Advokat, Notaris, 
Polisi, PPAT dan pejabat lain yang berkaitan 
dengan jabatan di bidang pembuatan, 
pelaksanaan atau pengawasan hukum seperti 
Panitera, Pegawai Negeri, anggota DPR.15 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara, mengatur 
mengenai Pemberhentian.Pasal 24 ayat: 

(1) Menteri berhenti dari jabatannya karena:  
a.meninggal dunia; atau  
b.berakhir masa jabatan.  

(2) Menteri diberhentikan dari jabatannya 
oleh Presiden karena:  
a. mengundurkan diri atas permintaan 

sendiri secara tertulis;  
b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 

3 (tiga) bulan secara berturut-turut; 
c. dinyatakan bersalah berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih;  

d. melanggar ketentuan larangan rangkap 
jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23; atau  

e. alasan lain yang ditetapkan oleh 
Presiden.  

(3) Presiden memberhentikan sementara 
Menteri yang didakwa melakukan tindak 

 
13Ibid, hlm. 127. 
14 Ibid, hlm. 149-150 
15 Ibid, hlm. 150. 

pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme. Pasal 2. Penyelenggara Negara 
meliputi: 
1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi 

Negara; 
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi 

Negara; 
3. Menteri; 
4. Gubernur; 
5. Hakim; 
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis 
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, Pasal 1 angka: 
1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat 

Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, 
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah 
Penyelenggara Negara yang menaati asas 
umum penyelenggaraan negara dan bebas 
dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, 
serta perbuatan tercela lainnya; 

3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur 
tentang tindak pidana korupsi; 

4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama 
secara melawan hukum antar Penyelenggara 
Negara atau antara Penyelenggara Negara 
dan pihak lain yang merugikan orang lain, 
masyarakat, dan atau negara; 

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan 
Penyelenggara Negara secara melawan 
hukum yang menguntungkan kepentingan 
keluarganya dan atau kroninya di atas 
kepentingan masyarakat, bangsa, dan 
negara; 
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6. Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik 
adalah asas yang menjunjung tinggi norma 
kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, 
untuk mewujudkan Penyelenggara Negara 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. 
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999 Tentang Republik Indonesia 
tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan 
Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
Penyelenggara Negara mempunyai peran 
penting dalam mewujudkan cita-cita 
perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas 
dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang 
sangat penting dalam pemerintahan dan dalam 
hal hidupnya negara ialah semangat para 
Penyelenggara Negara dan pemimpin 
pemerintahan. 

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) 
tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya secara 
optimal, sehingga penyelenggaraan negara 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu 
terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, 
wewenang, dan tanggung jawab pada 
Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, 
masyarakatpun belum sepenuhnya berperan 
serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial 
yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. 

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan 
tanggung jawab tersebut tidak 
hanya berdampak negatif di bidang politik, 
namun juga di bidang ekonomi dan moneter, 
antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan 
negara yang lebih menguntungkan kelompok 
tertentu dan memberi peluang terhadap 
tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan 
nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh 
Penyeienggara Negara, antar-Penyelenggara 
Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara 
dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan 
para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, serta membahayakan eksistensi 
negara. 

Dalam rangka penyelamatan dan 
normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan 
reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, 
dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara 

dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan 
misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan 
hati nurani rakyat yang menghendaki 
terwujudnya Penyelenggara Negara yang 
mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang 
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana 
diamanatkan oieh Ketetapan Majelis 
Perrnusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.16 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme, diberlakukan atas dasar 
pertimbangan: 
a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai 

peranan yang sangat menentukan dalam 
penyelenggaraan negara untuk mencapai 
cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur 
sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945; 

b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara 
Negara yang mampu menjalankan fungsi 
dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan 
penuh tanggung jawab, perlu diletakkan 
asas-asas penyelenggaraan negara; 

c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan 
nepotisme tidak hanya dilakukan antar 
Penyelenggara Negara melainkan juga 
antara Penyelenggara Negara dengan pihak 
lain yang dapat merusak sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara serta membahayakan eksistensi 
negara, sehingga diperlukan landasan 
hukum untuk pencegahannya;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, 
dan c perlu dibentuk Undang-undang 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. 
Undang-undang ini merupakan bagian atau 

subsistem dari peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan penegakan hukum 
terhadap perbuatan korupsi, kolusi, dan 

 
16 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
Tentang Republik Indonesia tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme. 



Lex Administratum, Vol. IX/No. 3/Apr/2021 

 

170 

nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini 
adalah para Penyelenggara Negara yang 
meliputi Pejabat Negara pada Lembaga 
Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada 
Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, 
Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain 
yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya 
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
B. Menteri Melaksanakan Urusan Tertentu 

Dalam Pemerintahan  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

Tentang Kementerian Negara, mengatur dalam 
Pasal 2. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota 
Negara Republik Indonesia. Pasal 3. 
Kementerian berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden.  

Pengaturan mengenai kementerian negara 
tidak didekati melalui pemberian nama 
tertentu pada setiap kementerian. Akan tetapi, 
undang-undang ini melakukan pendekatan 
melalui urusan-urusan pemerintahan yang 
harus dijalankan Presiden secara menyeluruh 
dalam rangka pencapaian tujuan negara. 
Urusan-urusan pemerintahan tersebut adalah 
urusan pemerintahan yang nomenklatur 
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun1945; urusan pemerintahan 
yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; dan urusan 
pemerintahan dalam rangka penajaman, 
koordinasi, dan sinkronisasi program 
pemerintah.17  

Dalam melaksanakan urusan-urusan 
tersebut tidak berarti satu urusan dilaksanakan 
oleh satu kementerian. Akan tetapi satu 
kementerian bisa melaksanakan lebih dari satu 
urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh 
Presiden.18 

Kaidah hukum memberikan jiwa kepada 
norma/kaidah hukum sehingga mempunyai 
kekuatan mengikat. Asas hukum dapat 
dibedakan menjadi asas hukum konstitusi dan 
asas hukum regulatif. Asas hukum konstitusi 

 
17 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara. 
18 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara. 

merupakan asas yang harus ada dalam 
kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas 
hukum regulatif diperlukan untuk 
beroperasinya sistem hukum tersebut. 
Pembentukan norma/kaedah hukum yang tidak 
sesuai dengan asas hukum konstitusi akan 
menghasilkan norma-norma yang secara 
materil bukan merupakan kaidah hukum. 
Sedangkan jika asas hukum regulatif tidak 
diperhatikan, maka akan menghasilkan kaidah 
hukum yang tidak adil.19  

Untuk mempelajari norma hukum, harus 
mengetahui asas-asas hukumnya. Dengan 
perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak 
dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh 
dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang 
dinamakan dengan asas hukum. Semakin tinggi 
tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak 
dan umum sifatnya serta mempunyai 
jangkauan kerja yang lebih luas untuk 
menaungi norma hukumnya. Dengan demikian 
asas hukum itu merupakan dasar atau ratio 
legis bagi dibentuknya suatu norma hukum. 
Demikian pula sebaliknya norma hukum itu 
harus dapat dikembalikan kepasa asas 
hukumnya. Jangan sampai lahir norma hukum 
yang bertentangan dengan asas hukumnya 
sendiri. Norma hukum tidak lain adalah 
perwujudan dari asas hukumnya.20 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara, mengatur 
mengenai Urusan Pemerintahan. Pasal 4 ayat: 
(1) Setiap Menteri membidangi urusan 

tertentu dalam pemerintahan.  
(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:  
a. urusan pemerintahan yang 

nomenklatur Kementeriannya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

b. urusan pemerintahan yang ruang 
lingkupnya disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; dan  

 
19 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan 
Indonesia, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 
2008.hlm. 31. 
20Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. 
Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. hlm. 12. 
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c. urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan 
sinkronisasi program pemerintah.  

Pasal 5 ayat: 

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a 
meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, 
dan pertahanan.  

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b 
meliputi urusan agama, hukum, keuangan, 
keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, 
kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdagangan, 
pertambangan, energi, pekerjaan umum, 
transmigrasi, transportasi, informasi, 
komunikasi, pertanian, perkebunan, 
kehutanan, peternakan, kelautan, dan 
perikanan.  

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c 
meliputi urusan perencanaan pembangunan 
nasional, aparatur negara, kesekretariatan 
negara, badan usaha milik negara, 
pertanahan, kependudukan, lingkungan 
hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, 
investasi, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, pariwisata, pemberdayaan 
perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, 
dan pembangunan kawasan atau daerah 
tertinggal. 
Pasal 6.Setiap urusan pemerintahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu 
Kementerian tersendiri.  

Dari perspektif hubungan struktur 
kelembagaan pemerintahan implikasi politik 
dari kewenangan urusan pemerintahan adalah 
adanya divergensi atau pembagian urusan yang 
kemudian urusan yang dibagi ini menjadi 
kewenangan dari setiap struktur pemerintahan. 
Filosofi yang mendasari diperlukan adanya 
pembagian atau pemencaran urusan 
pemerintahan adalah karena wilayah negara 
terlalu luas untuk diurus oleh pemerintah pusat 
saja, oleh karena itu diperlukan desentralisasi 
dengan pembentukan daerah otonom dan 
pembagian urusan. Di samping itu dengan 
pembagian kerja antarberbagai susunan 
pemerintahan dapat menciptakan sinergi 
antarlembaga, efisiensi dan efektivitas 
pelayanan serta partisipasi masyarakat, 

sehingga ketentraman, ketertiban dan 
kesejahteraan dapat tercapai.21  

Kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka 
ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat 
besar, maupun karena rakyat terdiri dari 
berbagai lapisan yang masing-masing 
mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. 
Aspirasi atau kepentingan rakyat dapat 
berwujud material seperti sandang, pangan, 
perumahan, kesehatan dan sebagainya maupun 
bersifat spiritual seperti pendidikan, 
kebebasan, keadilan, keagamaan dan 
sebagainya. Kadang-kadang keinginan tersebut 
saling bertentangan satu sama lain22  

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat 
diselenggarakan dengan baik, apabila wakil 
rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang 
diwakilinya dan kemudian memiliki 
kemampuan untuk merumuskan secara jelas 
dan umum serta menentukan cara-cara 
pelaksanannya.23 

Sesuai dengan kewajiban sebagai pegawai 
negeri, seseorang yang telah terikat kepada 
peraturan kepegawaian dituntut untuk 
melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Sifat 
keterikatan itu akan membawa suatu 
konsekuensi diri sebagai wakil pemerintah 
untuk mewujudkan hal yang telah menjadi 
tujuan negara. Setiap perbuatannya akan 
merupakan perbuatan pemerintah. Oleh karena 
itu, kalau suatu tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang pegawai pejabat negara dan 
merugikan seorang individu dalam arti 
perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas 
hukum (menyalahgunakan kekuasaan) yang 
dirugikan akan dapat menuntut pemerintah. 
Tuntutan dapat dilakukan melalui peradilan 
administrasi negara. Peradilan administrasi 
negara dalam hal ini merupakan peraturan yang 
menyangkut para pejabat adminstrasi negara 
karena perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatige overheidsdaad) Di Indonesia 
pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986.24 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 

 
21J. Kaloh, Op. Cit, hlm. 168. 
22Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara 
Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Edisi 
1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007, hlm.79. 
23 Ibid, hlm. 79. 
24Abdoel Djamali, Op. Cit, hlm. 104-105. 
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mengamanatkan bahwa tujuan didirikan 
Negara Republik Indonesia, antara lain adalah 
untuk memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat 
tersebut mengandung makna negara 
berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap 
warga negara melalui suatu sistem 
pemerintahan yang mendukung terciptanya 
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan 
hak sipil setiap warga negara atas barang 
publik, jasa publik, dan pelayanan 
administratif.25 

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan 
publik masih dihadapkan pada kondisi yang 
belum sesuai dengan kebutuhan dan 
perubahan di berbagai bidang kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal 
tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan 
untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai 
yang berdimensi luas serta dampak berbagai 
masalah pembangunan yang kompleks. 
Sementara itu, tatanan baru masyarakat 
Indonesia dihadapkan pada harapan dan 
tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di 
bidang ilmu pengetahuan, informasi, 
komunikasi, transportasi, investasi, dan 
perdagangan.26 

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti 
pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara 
bijak melalui langkah kegiatan yang terus-
menerus dan berkesinambungan dalam 
berbagai aspek pembangunan untuk 
membangun kepercayaan masyarakat guna 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 
Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem 
pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan 
acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak 
asasi manusia sebagaimana diamanatkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan 
sehingga masyarakat memperoleh pelayanan 
sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan 
nasional. Dengan mempertimbangkan hal di 
atas, diperlukan undangundang tentang 
pelayanan publik.27 

I. S. Susanto menyebut fungsi primer dari 
hukum dalam tiga pokok soal, yaitu pertama, 

 
25 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 

Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk 
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya 
dan tindakan-tindakan yang merugikan yang 
datang dari sesamanya dan kelompok 
masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh 
pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) 
dan yang datang dari luar yang ditujukan 
terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan 
hak-hak asasinya.28  

Kedua, keadilan. Fungsi lain dari hukum 
adalah menjaga, melindungi dan memberikan 
keadilan bagi seluruh rakyat. Kettiga, 
Pembangunan. Hukum digunakan sebagai 
kendaraan baik dalam menentukan arah, 
tujuan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan secara adil. Penggunaan hukum 
dalam pembangunan guna mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh aspek kehidupan 
seperi aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan 
spiritual.29  

Kansil, mengemukakan bahwa dalam 
pergaulan masyarakat terdapat aneka macam 
hubungan di antara anggota masyarakat, yakni 
hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-
kepentingan anggota masyarakat itu, karena 
beraneka ragamnya hubungan itu, para 
anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan 
yang dapat menjamin keseimbangan agar 
dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi 
kekacauan di dalam masyarakat.30  

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat 
mengatur dan memaksa anggota masyarakat 
untuk patuh dalam menaatinya akan 
menciptakan keseimbangan dalam setiap 
hubungan di dalam masyarakat. Setiap 
pelanggaran atas peraturan yang ada akan 
dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi 
terhadap perbuatan yang melanggar 
peraturan.31 

Menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat 
berlangsung terus-menerus dan diterima oleh 
seluruh anggota masyarakat, aturan hukum 
yang ada harus sesuai dan tidak boleh 
bertentangan dengan rasa keadilan 

 
28 Jonaedi Efendi, Mafia Hukum (Mengungkap Praktik 
Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif 
Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif), 
Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, 
hlm. 96. 
29 Ibid. 
30Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok 
Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 3. 
31 Ibid, hlm. 5 
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masyarakat. Dengan demikian, hukum 
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian 
hukum dalam masyarakat dan harus 
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan 
masyarakat.32 

Norma hukum itu harus mendapat 
pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan 
dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus 
diketahui dan secara rasional dipahami oleh 
masyarakat. Apalagi norma hukum hanya dapat 
terlaksana dalam komunikasi dengan orang 
lain. Selain itu suatu norma hukum menuntut 
ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang 
disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. 
Dengan menaati hukum, kebebasan dan 
kepentingan masyarakat dakan terjamin 
sehingga martabatnya sebagai manusia pun 
tidak direndahkan dan warga masyarakat hidup 
damai dan tenteram. Dengan norma hukum, 
kepentingan pribadi dan kepentingan bersama 
termediasi oleh hukum yang berlaku. Jika 
seseorang melanggar norma hukum, ia 
ditangkap, dihadapkan ke pengadilan dan 
dijatuhi hukuman.33 

Norma hukum tidak bertentangan dengan 
rasa keadilan masyarakat dan martabat 
manusia. Norma hukum justru memungkinkan 
manusia mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, 
seperti kerukunan atau kebersamaan, 
solidaritas, kebabasan, perdamaian dan kasih 
sayang. Dengan demikian hukum yang baik 
harus tepat (secara format) dan pasti serta adil 
(secara materiil) sehingga bisa mewujudkan 
rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum 
yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hukum 
yang baik adalah hukum yang benar dan adil 
sehingga memiliki keabsahan dalam mengikat 
mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk 
dijalankan.34 

Hukum yang baik mengondisikan 
pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum 
sesuai dengan martabat manusia. Dengan 
mematuhi hukum yang baik, kebebasan 
seseorang tidak hilang dan karenanya 
martabatnya sebagai manusia pun tidak 
direndahkan, bahkan dengan menaati hukum 
yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran 

 
32Ibid, hlm. 15. 

 33 Muhammad Nuh, Etika Profesi 
Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.hlm. 
199. 

34 Ibid, hlm. 199. 

martabatnya karena ia menyadari dan 
memahami apa yang ditaatinya. Dalam 
kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk 
menaati hukum demi pengaktualisasian 
martabatnya sebagai manusia dalam interaksi 
sosial dengan orang lain.35 

Pengangkatan dan pemberhentian menteri 
dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Setiap menteri memimpin 
kementerian negara untuk menyelenggarakan 
urusan tertentu dalam pemerintahan guna 
mencapai tujuan negara sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Pengangkatan dan pemberhentian 
menteri berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Kementerian Negara, mengatur Menteri 
diangkat oleh Presiden dan untuk dapat 
diangkat menjadi Menteri, seseorang 
harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 
dan Pemberhentian diatur dalam Pasal 
24. Menteri berhenti dari jabatannya 
karena: meninggal dunia, atau berakhir 
masa jabatan. Menteri diberhentikan dari 
jabatannya oleh Presiden karena 
mengundurkan diri atas permintaan 
sendiri secara tertulis, tidak dapat 
melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan 
secara berturut-turut, dinyatakan 
bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 
dan melanggar ketentuan larangan 
rangkap jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 atau alasan lain yang 
ditetapkan oleh Presiden. Presiden 
memberhentikan sementara Menteri 
yang didakwa melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.  

 
35 Ibid, hlm. 199. 
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2. Menteri melaksanakan urusan tertentu 
dalam pemerintahan. Urusan tertentu 
dalam pemerintahan sebagaimana terdiri 
atas: urusan pemerintahan yang 
nomenklatur Kementeriannya, secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Urusan pemerintahan meliputi 
urusan luar negeri, dalam negeri, dan 
pertahanan. Urusan pemerintahan yang 
ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Urusan 
pemerintahan  

3. meliputi urusan agama, hukum, 
keuangan, keamanan, hak asasi manusia, 
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, 
sosial, ketenagakerjaan, industri, 
perdagangan, pertambangan, energi, 
pekerjaan umum, transmigrasi, 
transportasi, informasi, komunikasi, 
pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, kelautan, dan perikanan. 
Urusan pemerintahan dalam rangka 
penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi 
program pemerintah, meliptui urusan 
perencanaan pembangunan nasional, 
aparatur negara, kesekretariatan negara, 
badan usaha milik negara, pertanahan, 
kependudukan, lingkungan hidup, ilmu 
pengetahuan, teknologi, investasi, 
koperasi, usaha kecil dan menengah, 
pariwisata, pemberdayaan perempuan, 
pemuda, olahraga, perumahan, dan 
pembangunan kawasan atau daerah 
tertinggal. 
 

B. Saran 
1. Pelaksanaan pengangkatan dan 

pemberhentian menteri berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
Tentang Kementerian Negara 
memerlukan kecermatan dan ketelitian 
dalam memeriksa pemenuhan 
persyaratan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Pemberhentian 
menteri perlu dilakukan apabila menteri 
telah dinyatakan bersalah berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 

tahun atau lebih dan melanggar 
ketentuan larangan rangkap jabatan atau 
alasan lain yang ditetapkan oleh 
Presiden. Presiden memberhentikan 
sementara Menteri yang didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih.  

2. Menteri yang melaksanakan urusan 
tertentu dalam pemerintahan 
mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan tertentu dalam pemerintahan 
untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan 
negara. Dalam melaksanakan tugasnya, 
Kementerian wajib menyelenggarakan 
fungsi perumusan, penetapan, dan 
pelaksanaan kebijakan di bidangnya, 
pengelolaan barang milik/kekayaan 
negara yang menjadi tanggung jawabnya; 
pengawasan atas pelaksanaan tugas di 
bidangnya; dan kegiatan teknis dari pusat 
sampai ke daerah.  
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